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ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang (trafficking) merupakan perbuatan yang
melanggar hak asasi manusia dan telah bertentangan dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia. Secara umum dapat diketahui bahwa tingkat
pendidikan yang masih rendah dari perempuan dan anak menjadi salah satu faktor
penyebab maraknya tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, berbagai
upaya harus dilakukan agar tindak pidana perdagangan orang tidak terus menerus
terjadi.

Berbagai pihak mengeluhkan tentang penegakan hukum yang dilakukan di
Indonesia dalam rangka pemberantasan kejahatan perdagangan orang yang marak
(bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana trafficking dan apakah
penegakan hukum tindak pidana trafficking telah melindungi korban kejahatan
trafficking?)Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan karena negara
mempunyai kewagjiban dan bertanggungjawab untuk mencegah, menginvestas,
dan menghukum tindakan perdagangan orang serta menyediakan perlindungan
bagi para korban perdagangan tersebut.

Penelitianhukuminimerupakanpenelitianhukumnormatif. Pendekatan yang
digunakanadal ahmetodependekatankualitatif.Penelitianhukuminibersifatdeskriptif.
Lokasipenelitian di Pengadilan Negeri Y ogyakarta.Teknikpengumpulan data
dilakukan melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang
undangan,dokumendokumendanwawancarauntukmendukungkesempurnaandankel
engkapan data ataubahan. Data yang diperol ehdianalisissecarakualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa salah satu
upaya yang diambil pemerintah dalam penegakan hukum kasus trafficking adalah
dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur
tentang ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
serta perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum.
Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah
sesuai dengan perundang-undangan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO) yang berdasarkan Putusan No. 205/PID.SUS/2011/PN.YK mengadili
sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Pasal 10
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : ANGGRAENI NOER SEPTANINGRUM

NIM : 09340068

Jurusan : lImuHukum

Fakultas : Syari’ahdanHukum UIN SunanKalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA TRAFFICKING (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA), dan seluruh isinya adalah benar-
benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya

lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 29 Mei 2013

Yang Menyatakan

ANGGRAENI NOER SEPTANINGRUM
NIM: 09340068

il



QiJ Universitas Islam NegeriSunanKalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth.Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu’alaikumWr. Wh.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan
mengadakan perbaikan.Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Anggraeni Noer Septaningrum

NIM : 09340068

Judul Skripsi :Penegakan Hukum Tindak Pidana Trafficking (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Yogyakarta)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Program
Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut diatas agar dapat
segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikumWr. Wb.

. Whakhrus Munajat. .M. Hum.
NIP : 19680202 199303 1 003

v



QiJ Universitas Islam NegeriSunanKalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth.Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan
mengadakan perbaikan.Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Anggraeni Noer Septaningrum

NIM : 09340068

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Trafficking (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Yogyakarta)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Program
Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut diatas agar dapat
segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2013
Pembimbing II

Ahmad Bahiej. S.I..
NIP : 19750615 2000



1nu Universitas Islam NegeriSunanKalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor :UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/28/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: “Penegakan Hukum Tindak Pidana
Trafficking (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Anggraeni Noer Septaningrum

NIM : 09340068

Telah dimunaqasyahkan pada :13 Juni 2013

Nilai Munaqasyah :A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi
[Imu HukumUIN SunanKalijaga

Dr. Makhr jat, M. Hum,
NIP. 19680202 199303 1003

Penguji | Penguji 11

Nurainun Ma’ﬁmnsong, SH, M.Hum .
NIP. 19751010 200501 2005 NIP. 19800626 200912 1 002

Yogyvakarta, 13 Juni 2013
“~.UIN Sunan Kalijaga
aiau]?w Syari’ah dan Hukum

N\

%, DE
> IEA >
%

1971120 l99503 IOOI

vi



HALAMAN MOTO & PERSEMBAHAN

f
s
/

"

';Batangblapa dang menginginkan dunia (mmdapatkamya) hatus memakai ilmu.
OBatangAIapa yang menginginkan akhitat (mendapatkann#a) hatus memakai ilmu.
OBatangAlapa dang menginginkan dunia dan akhitat, mendapatkan keduan#a pun

oDen.gan zasa hatu be‘tcam.,oa‘t ba/mgia dan den.gan. kerxendahan hati yang ,oalin.g
dalam, ka,oeuemba/zkan. ka':é(a tulis ini untuk:

dlapa & Uu
dftanya kaxena nasehat dan petuahmulah semua ini bisa tercapai, kalian berdualah
yang selalu gjari aku tuk selalu berani menerima semua cobaan tantangan yang ada,
dengan doa dan kasih sayangmu aku bisa seperti ini. gPegjuangan dan
,oengotbananma yang tiada kata keluh sexta keikhlasan hati mendidik anakmu ini.
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KakakéfadikQ
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasastas hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Amarddsmdang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena negara mempunyai
kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hakapetvarga negara tanpa
terkecuali termasuk di antaranya hak untuk hidugk lintuk memperoleh
penghidupan yang layak, hak persamaan kedudukamadipan hukum. Hal
tersebut sesuai dengan tujuan Negara Indonesiaadsgk@dn Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T4Bdd yang melindungi
segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daddmnesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bagigsakut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan kekesin, perdamaian abadi

dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita luhur terdgbmaka negara
melaksanakan pembangunan di segala bidang demnjakesaan rakyat. Usaha
pembangunan ini juga harus didukung dengan temsgalisumber daya manusia
(SDM) yang berkualitas yang akan mengolah dan m&matan sumber daya
alam (SDA) yang tersedia dengan baik dan bijaks&e#ain itu, negara harus

mampu membuat kebijakan-kebijakan yang mendukurahaugpembangunan

'Catur Tulus Setyorini, “Tindak Pidana Perdagangaanifé dan Anak'SkripsFakultas
Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2006.



tersebut dengan tetap berpihak pada kepentinganmuniengan demikian
diharapkan usaha pembangunan tersebut dapat ditdea secara adil dan
merata di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun démikdalam kenyataannya

pemerintah masih mengalami banyak kendala.

Sebagaimana telah diketahui bersama, Indonesia pal@ano negara
kepulauan yang luas dengan jumlah penduduk yangr.bEglebihan tersebut
justru menjadi salah satu hambatan utama terciptpeynerataan pembangunan
di segala bidang kehidupan masyarakat. Hal inieigysering kali menimbulkan
adanya perbedaan yang sangat mendasar baik sexsaah reaupun ekonomi
dalam masyarakat. Tentu saja ini dapat mendoroagyadoerbagai tindakan yang
meresahkan masyarakat yakni perbuatan melanggamhykng berupa tindak
pidana, salah satunya adalah tindak pidana perdaganMayoritas korban

perdagangan orang merupakan perempuan danZanak.

Secara umum dapat diketahui bahwa tingkat pendidykeng masih rendah
dari perempuan dan anak menjadi salah satu faldoygibab maraknya tindak
pidana perdagangan. Tingkat pendidikan yang rerdhah pengetahuan yang
terbatas dari perempuan dan anak mengenai hak-haeanyng kali dimanfaatkan
oleh jaringan perdagangan perempuan dan anak amnigelabuhi para korban
berkedok mencari pekerjaan. Mereka dieksploitasarse ekonomi dan seksual
demi kepentingan dan keuntungan dari para pelakwdagangan. Pola
perdagangan yang diterapkan dapat berupa eksplséksual, pembantu rumah

tangga, pengemis dan pengamen, pekerja perkebamapedtambangan, penjual

bid



barang-barang ilegal diantaranya obat-obatan &enpr seperti narkotika,
psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya. Tentuashal ini sangat ironis mengingat
perempuan dan anak seharusnya wajib untuk dilindoakrhaknya dihadapan

hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundel@ngan yang berlaku.

Hal lain yang sering dialami oleh perempuan dark af@@g menjadi korban
perdagangan ini adalah perlakuan tidak adil danikaa yang berupa tindak
kekerasan baik secara fisik maupun mental, bahkareka sering kali tidak
mendapat upah secara layak sesuai dengan hak-hakkaneYang lebih
memprihatinkan lagi adalah mereka tidak tahu dimarexeka bisa mencari
perlindungan, bahkan sering kali mereka tidak meagabahwa mereka telah
menjadi korban dari tindak pidana perdagangan ditekukan oleh jaringan
sindikat yang rapi dan terorganisir. Oleh karena dukup banyak dari korban
perdagangan yang memilih untuk bertahan dengamteamgan kebutuhan hidup
yang mendesak dan sulitnya mencari jenis peketg@aryang lebih baik dengan

latar belakang pendidikan mereka yang rendah.

Apabila ditinjau secara yuridis, maka tindak pidgeadagangan perempuan
dan anak tersebut melanggar hak-hak manusia dah bertentangan dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Haltetsesuai dengan Pasal 27
ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap warga ndgataak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusigami samping itu, tindak pidana
perdagangan perempuan dan anak tersebut juga rgafakegtentuan Pasal 297

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-&hgd Nomor 23

3Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TaB45.



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Und¥orgor 26 Tahun 2000
tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Di samping aturan mengenai tindak
pidana perdagangairafficking) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang

No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak&®erdagangan Orafhg.

Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan mgk&ainya masalah
perdagangan orang seperti melemahnya penegakamhpleuaturan perundang-
undangan yang ada, peran pemerintah dalam penamg@neaupun minimnya
informasi mengenai perdagangan orang itu sendika Jbicara mengenai
penegakan hukum, maka sejak kita lahir bahkan ayekg masih dalam
kandungan hingga mati selalu berurusan dengan hukdak ada waktu dan

tempat yang terlewati dari sentuhan hukum.

Berbagai pihak mengeluhkan tentang penegakan huylang dilakukan di
Indonesia dalam rangka pemberantasan berbagaiakajalyang marak seperti
perdagangan orang. Penegakan hukum yang tegast sdipgdukan karena
negara mempunyai kewajiban dan bertanggungjawabukuntiencegah,
menginvestasi, dan menghukum tindakan perdagangarg certa menyediakan
perlindungan bagi para korban perdagangan ters@emerintah sudah banyak
melakukan kebijakan untuk mengurangi bahkan mengham bentuk-bentuk
kejahatan ini. Pemerintah telah mengesahkan Untaadgng No. 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangamg Qemng diharapkan

mampu mengantisipasi dan menjerat semua tindaklEamdproses, cara atau

“Catur Tulus Setyorini, “Tindak Pidana Perdagangaamité dan Anak'SkripsFakultas
Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2006.



semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi tardaperdagangan orang, baik

yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupuarargara.

Ketentuan hukum tentang perdagangan orang yangtdibdarus meliputi
aspek-aspek perlindungan hak asasi manusia padgkatinpencegahan,
penanganan, serta perlindungan dalam pemuliharakofbi tingkat pencegahan,
perdagangan orang berkaitan erat dengan beber&fa, fdiantaranya adalah

faktor kemiskinarf.

Mengenai perlindungan dan pemulihan korban di led@n saat ini masih
kurang sekali sehingga implikasi kondisi ini mengert pada ketidakadilan dan
pengabaian hak-hak korban. Aparat penegak hukunpumapemerhati masalah-
masalah hak asasi manusia, khususnya masalah pegdag orang, menilai
bahwa ketentuan-ketentuan hukum kurang memadak unémgatasi kasus-kasus
perdagangan orang sehingga korban cenderung tatuk melaporkan kasusnya

saat mereka dengan susah payah berhasil lepasrtikat perdagangan orang.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penyusuariterintuk mengulas
lebih lanjut mengenai tindak pidana perdagangangalenudul “ Penegakan
Hukum Tindak Pidana Trafficking (Studi Putusan Pengadilan Negeri

Yogyakarta)” Berdasarkan putusan Nomor: 205/PI1D/20EL/PN Yk.

®Catur Tulus Setyorini, “Tindak Pidana Perdagangaanité dan Anak'SkripsFakultas
Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2006.

®pusat Penelitan dan Pengembangan Hak-hak Sipil Riditik, Evaluasi Kebijakan
Pemerintah Dalam Pencegahan Perdagangan Or@bakarta: Departemen Hukum dan HAM R,
2007) him. 6



B. Rumusan M asalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah sebagailemukakan di
atas, maka penulis merumuskan pokok-pokok perntemalgang penting dan

mendasar, yaitu:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidaaficking
khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta?
2. Apakah penegakan hukum terhadap tindak piddrefficking telah

melindungi korban kejahatan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhéddpk
pidana trafficking khususnya di wilayah Pengadilan Negeri
Yogyakarta.
b. Untuk mengetahui apakah penegakan hukum terhaddpktipidana
traffickingtelah melindungi korban kejahatan tersebut.
2. Kegunaan Penelitian
a. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis altimini dapat
memberikan manfaat pemikiran bagi perkembangan rhugidana
pada umumnya, khususnya mengenai Tindak Pideadéicking.
b. Secara praktis, dapat menambah wawasan bagi pengasusebagai
bahan pertimbangan bagi aparat (polisi, jaksa, ldakim) dalam

menangani perkara perdagangan perempuan dan ahakuskya



dalam usaha memberikan perlindungan terhadap kaitdek pidana

perdagangan orang.

D. Tdaah Pustaka

Dalam hukum pidana terdapat beberapa istilah umeibuatan pidana.
Dalam hukum pidana belanda disebut dengtmafbaar feit, sedangkan dalam

kepustakaan hukum pidana digunakan istilah delik.

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tupebagaimana
diungkapkan diatas, serta menguatkan proses paneiit, maka penelitian ini
menggunakan beberapa literature hasil penelitianpain buku-buku referensi
yang membahas tentang perdagangan orang, sehikggadigeroleh hasil yang

maksimal sebagaimana yang diharapkan. Referessitgr antara lain:

Skripsi karya Catur Tulus Setyorini yang diketalpeineliti adalah skripsi
dengan judul Tindak Pidana Perdagangan Wanita daak.A Skripsi ini
membahas tentang bentuk perdagangan wanita dansarnakbagaimana aturan
mengenai tindak pidana perdagangan wanita dan amadurut hukum pidana
Indonesid. Apabila dibuat suatu perbandingan antara judtipskyang peneliti
gunakan dengan judul yang sudah ada dengan peneiiti, maka tidak ada
kesamaan dan kemiripan dari segi judul, dari sagun penelitian, ini memang
sudah pasti sangat berbeda sekali, penelitian iddilakukan tahun 2012.

Perbedaan lainnya adalah skripsi tersebut tidakgatakan penelitian lapangan

"Catur Tulus Setyorini, “Tindak Pidana Perdagangaamitd dan Anak'SkripsFakultas
Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2006.



(field research)Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentatak tpidana

trafficking.

Skripsi karya Nurun Sarifah yang berjudul Perlinglam Hukum Terhadap
Korban Perdagangan Orang Pada Tingkat Penyidikamj&i dari Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungasi®kn KorbarfTujuan
skripsi karya Nurun ini menjelaskanuntuk mengetadarlindungan hukum yang
diberikan terhadap korban perdagangan orang pad&ati penyidikan ditinjau
dari Undang-Undang No0.13 Tahun 2006 Tentang Pentigdn Saksi dan Korban.
Perbedaan terletak pada judul dan pokok masaldamdskripsi Nurun lebih
mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006geala pada skripsi
penulis mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tali0v.2Kemudian
persamaannya terletak pada penelitian hukum iniassama menggunakan
penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digan adalah metode

pendekatan kualitatif.

Sedangkan Tesis karya Zaky Alkazar Nasution yamgidhe "Perlindungan
Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagavigausia™ Apabila
dibuat suatu perbandingan antara tesis karya Zakgah skripsi yang akan
penulis buat yaitu sama-sama membahas tentanggharjan hukum terhadap

korban perdagangan manusia akan tetapi jika dildat judul tidak ada

kesamaan sedikitpun. Perbedaan yang lain ada dmdpbkok masalah, tesis

®\urun Sarifah, “Perlindungan Hukum Terhadap KorbRerdagangan OrangPada Tingkat
Penyidikan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 13 Tal2006 Tentang Perlindungan Saksi
Dan Korban"SkripsFakultas Hukum Univesitas Sebelas Maret, Surakao@y.

Zaky Alkazar Nasution, “Perlindungan Hukum Terhadgsempuan Dan Anak Korban
Perdagangan Manusi&kripsiFakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semaraf§82



karya Zaki lebih menspesifikasikan tentang perlimghn terhadap korban
kejahatan dan tempat penelitian karena penelitiatia#tan di dua tempat berbeda

yaitu Semarang dan Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Kejahatan perdagangdtrafficking) merupakan kejahatan yang terorganisir,
di mana para pelaku kejahatan mempunyai peran lyarigeda satu dengan yang
lainnya. Disamping itu kejahatamafficking cakupannya mencapai luar negara.
Ada beberapa hal yang perlu diyakini untuk sebweaiisjkejahatan terorganisir,

yaitu:

1. Bersifat global dan transnasional
2. Melibatkan jaringan yang luas dan sistematik
3. Memanfaatkan teknologi ting@nigh tech)
Sementara itu, Cressey, mengatakan bah®@eganized Crime adalah
kelompok, gang, gerombolan, pasukan, himpunangannsindikat, kartel, dan
konfederasi yang memiliki sebagaitujuan kriminaetiut organisasi kriminal dan

oleh sebab itumerupakan kejahatan yang diorgaflisir.

1. Teori Normatif Perdagangan Manusia

Soerjono Sukanto, menyatakan teori sebagai befikut

Y3Soedjono Dirjosisworokonsepsi Kriminologi dalam usaha penanggulangaaliegan
(Crime Prevention)(Bandung: Alumni, 1979), him. 32-33

Ybid, him.5



a. Teori berguna untuk mempertajam atau lebih mengldkas fakta yang
hendak diselidiki atau diuji sebenarnya.
b. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal yanghteliketahui serta diuji
kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
c. Teori memberikan petunjuk terhadap kekurangan pehgen yang
dimiliki peneliti.
2. Teori Penegakan Hukum
Berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalamelitian ini, maka
digunakan pula teori mengenai penegakan hukum wimukakan Soerjono
Sukanto, yang menyatakan bahwa ada beberapa faltigrdapat mempengaruhi
penegakan hukum, antara lain :

a. Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi Undang-undaje/

Semakin baik suatu peraturan hukum, akan semakimumgkinkan
penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatatyran hukum akan
semakin sukarlah penegakannya. Secara umum peratarg baik adalah
peraturan hukum yang berlaku secara juridis, sogi®ldan filosofis. Dalam
hal ini perlu diperhatikan Kitab Undang-Undang HokWPidana (KUHP)
yang berlaku saat ini masih merupakan produk warlsgonial Belanda,
umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Seharusnya stewa sudah perlu
dilakukan pembaharuan secara komprehensif agak tielgadi paradoks

dalam penegakkan hukum pidana. KUHP tersebut deadigri negara yang

2SugandhiKUHP dengan Penjelasanny8urabaya: Usaha Nasional, 1980), him. 314
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menganut asas liberalisme dan kapitalisme, hdbenientangan dengan asas

hukum di Indonesia yang berazaskan Panc&sila.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 19damDKUHP
mengenai stelsel pidana yang diatur dalam Pas&rdang-Undang No. 1
Tahun 1946 tentang hukuman mati, pada hakikatnikarhan mati tersebut
sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indoaesetelah amandemen
Undang-Undang Dasar 1945, hukuman mati dianggajeriiangan dengan
Pasal 28 yaitu tentang HAM yang menyatakan : "Pedicang berhak untuk
hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kefnohya”, yang
seharusnya hukuman mati tersebut harus dihapusterurut teoristufenbau
dari Hans Kelsen ini, sesuai dengan sumber tetkumm Rl dan tata urutan
peraturan perundangan Rl sebagaimana tercanturm déddetapan MPRS
No. XX/MPRS/1966 Jo. Ketetapan MPR No. V/IMPR/19&Bg berisi setiap
peraturan hukum yang berlaku haruslah bersumbeadeeperaturan yang
lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti bahwa setippraturan hukum yang
berlaku tidak boleh bertentangan dengan peratuséinrh yang lebih tinggi
derajatnya. Tetapi dalam kenyataannya masih a@datketn peraturan hukum
yang bertentangan dengan ketentuan peraturan ghitg tinggi derajatnya,
misalnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undlamdang No. 20
Tahun 2001 tentang Korupsi. Dalam Pasal 4 Undamdpbg tersebut

dinyatakan: "Pengembalian kerugian keuangan negtaa perekonomian

Y¥rawati HarsonoPenanganan Polri Terhadap Kasus Perdagangan Aflkarta Raya:
Universitas Bhayangkara, 2004), him. 10
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negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tipaidna, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dan'3.”

b. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak yang membenakpun yang

menerapkan hukum tersebait.

Penegak hukum yang terkait langsung dalam prosesgp&an hukum
yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadiserta praktisi hukum
lainnya yang mempunyai peranan yang sangat pendtigmn keberhasilan
penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakamhdépat dilakukan
apabila para penegak hukum tersebut adalah segeargyprofesionalisme,
bermental tangguh dan mempunyai integritas motilh gang tinggi. Bahwa
jika aparatur penegak hukum melakukan paradoksmdalanegakkan hukum
sehingga merugikan orang lain, sampai saat inilb@da sanksi hukum yang
tegas terhadap aparatur penegak hukum tersebutjpmesnenurut Pasal 9
ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undamtgng No.48 Tahun
2009 Tentang kekuasaan Kehakiman yang menyatakkemabsetiap pejabat
yang melakukan penangkapan, penahanan, penunttdan daadili tidak
berdasarkan kepada undang-undang atau terdapatlirkaeke dalam

menegakan hukum dapat dipidana dan menuntut gargi. rTetapi

“bid, him. 11

!5 Sperjono Soekantaktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukein Kelima,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), him. 5
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dalampraktek penegakan hukum pidana di Indonesentean pasal tersebut

jarang dipergunakalf.
c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penadakaum.

Tanpa sarana dan prasarasana yang memadai tidagkimypenegakan
hukum akan berjalan sebagaimana mestinya, saranpatedimana akan
dilakukan proses penegakan hukum misalnya, kargpolisian, kejaksaan
maupun pengadilan dan juga prasarana didalamnyak ticthemadai
mengakibatkan kurang nyamannya proses penegakammhiarena faktor
keamanan dan lain sebagainya.

Demikian juga tak kalah pentingnyskill aparat dari segi hukum dan
terampil dalam menjalankan tugasnya, peralatankdaangan yang cukup.
Proses pemeriksaan perkara di pengadilan berjalagas lamban, demikian
juga pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi dikitahh Agung yang
sampai saat ini ribuan perkara masih menumpuk.iriaisebabkan karena
jumlah Hakim yang tidak sebanding dengan jumlahkgrar yang harus
diperiksa dan diputus serta masih kurangnya saatmafasilitas lain untuk
menunjang pelaksanaan peradilan yang baik. Demki#éampihak kepolisian,
kejaksaan belum mempunyai peralatan yang canggtibkumendeteksi
kriminalitas dalam masyarakat. Ketiadaan peralatmadern mengakibatkan
banyak kejahatan dalam masyarakat yang belum teapngmisalnya

kejahatan perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.

¥1bid, him. 37
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d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dari hukum eleus berlaku dan
diterapkan.

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi peneghkiom itu
sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari m&syatan bertujuan untuk
mencapai kedamaian dimasyarakat. Dalam hal ini ypegting adalah
kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadmteum masyarakat,
semakin baik pula penegakan huktfm.

Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukasyanakat, maka
semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yarlg Wang dimaksud
dengan kesadaran hukum itu, antara lain adalahepemgan tentang hukum,
penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hulesadaran hukum
merupakan pandangan hukum dalam masyarakat tespanigukum itu.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cgsa yang didasarkan

pada karsa manusia di dalam pergaulan htflup.

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilag yaendasari hukum
yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsefstrak mengenai apa
yang dianggap baik dan apa yang dianggap burukutdukdat tersebut
merupakan kebiasaan yang berlaku dikalangan rdderatak. Akan tetapi di
samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundangangan) yang dibentuk
oleh pemerintah. Hukum itu harus dapat mencerminkigai-nilai yang

menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu daggalan secara efektif.

YFarhana,Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonegitakarta: Sinar Grafika,
2010), him. 68

Bbid
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Sedangkan kebiasaan mempengaruhi para penegak hualam
penegakan hukumitu sendiri, misalnyaadanyakebiagaag kurang baik
dalam penegakan hukum padaumumnya berupa pemlsriptop dengan
dalih apapun untuk penyelesaian suatuperkara bhddn@ maupun perdata.
Kebiasaan tersebut sudah dianggap budayaditengghkiepencari keadilan
yang sudah merupakan suatu penyakit kronis yaniguistulk diperbaiki.
Padahal kebiasaan yang dianggap budaya tersebl#ahaki@ebiasaanyang
melanggar norma yang ada, baik norma hukum mauporman adat
yangmengedepankan budaya malu untuk berbuat yatenggar ketentuan

hukum yang ada.

3. Teori-Teori Keadilan
a) Teori Keadilan Aristoteles

Teori keadilan menjadi landasan utama yang hamvsgjutdkan melalui
hukum yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa laeadidialah inti dari
hukum?!® Baginya, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaamun
bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaanyai sEsgan hak
proposional. Kesamaan proposional memberi tiap goigra yang menjadi
haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi y&iy didakukanya.
Arietoteles juga membedakan dua macam keadilamlilkealistributief dan
keadilancommutatief Keadilandistributief ialah keadilan yang memberikan

kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Kaaddommutatief

¥ibid, him. 24.
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memberikan sama banyaknya kepada setiap orang taep#weda-bedakan

prestasiny&’

b) Teori Keadilan John Rawls

John Rawls dengan teori keadilan sosialnya mekagabahwa maka
program penegakan keadilan yang berdimensi Kkerakyabaruslah
memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertamamberi hak dan
kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang pa&s seluas
kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mar@pgatur kembali
kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehinggaatdanemberi
keuntungan yang bersifat timbal bal(keciprocal benefits)bagi setiap
orang, baik mereka yang berasal dari kelompok bengnmaupun tidak
beruntung*Menurut John Rawl terdapat prinsip-prinsip keadilgang
utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni seti|gng sama atas
kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan k@bpl dan
ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi padandsing-masing

individu.

c) Teori Keadilan Hans Kelsen
Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pergabanilai yang

bersifat subjektif. Sebagai aliran positivisme nmadag juga bahwa keadilan

?..J. Van ApeldoornPengantar llmu Hukum(Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan
kedua puluh enam, 1996), him. 11-12.

“John RawlsA Theory of JusticeLondon: Oxford University press, 1973, yang sudah

diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzairdrawlan Heru Prasetydeori Keadilan
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), him. 135.

16



mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikaatu benda atau hakikat
manusia, dari penalaran manusia atau kehendak FéPangertian
Keadilan bermaknakan legalitas. Suatu peraturannuiedalah adil jika ia
benar-benar diterapkan, sementara itu suatu paratwmum adalah tidak
adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidadralitkan pada kasus lain

yang serupa.

d) Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum Nasional

Keadilan dalam perspektif hukum nasional tertuada keadilan sosial
menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendiring&idu yang
berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasdividunya untuk
kepentingan individu yang lainnya. Keadilan didala®@rspektif hukum
nasional ini adalah keadilan yang menselaraskadilkeakeadilan yang
bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-kadtdividu® Keadilan

ini lebih menitikberatkan keseimbangan antara Faakldwajiban.
F. Metode Pendlitian
1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, jenis pmeliang dilakukan
termasuk dalam kategori penelitian hukum normagénelitian hukum

normatif memiliki definisi yang sama dengan peisatit doktrinal yaitu

“Hans KelsenGeneral Theory of Law and Stattiterjemahkan oleh Rasisul Muttagien,
(Bandung: Nusa Media, 2011), him. 7.

#suhrawardi K. LunisEtika Profesi HukumCetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika,
2000), him. 50

17



penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang rigkupada membaca

dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekund
2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodeit&tifaldengan

pendekatan normatif.
3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penyusun menggunakan teknikgpepulan data
sebagai berikut:

a. Studi dokumen atau badan pustékidrary Reseach)

Yaitu mempelajari hasil karya para sarjana, datagydiperoleh dari
instansi, peraturan perundang-undangan, serta lulku-tentangrafficking
yang dapat dijadikan referensi yang dapat menungmglitian ini. Dalam
hal ini penyusun mengambil beberapa pendapat &t dari para ahli
hukum pidana yang menyangkut tindak pidaa#icking.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung tprigejala-gejala
subyek yang diselidiki dengan maksud untuk meyakinkebenaran data
yang diperoleh dari wawancata. Dalam hal ini peneliti melakukan

pengamatan terhadap korban perdagangan anak glatviogyakarta.

2bid, Sutrisno Hadihim. 193
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c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah laporan tertulis dari suatuspesd yang isinya terdiri
dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa dian ditulis dengan
sengaja untuk menyimpan dan meneruskan kekurangamgemai suatu
peristiwa®® Lebih tegas lagi dikatakan bahwa metode dokumimidalah
usaha untuk memperoleh data yang terkait dengaglipp@n melalui catatan
buku, brosur, majalah dan sebagaiffeDokumentasi digunakan untuk

melengkapi data yang diperoleh dari interview daseovasi.
4. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Pengadilan Negerogyakarta dan

penelitian dilakukan pada tahun 2012 s.d. 2013.
5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yangiaigdkan adalah metode
analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif, itga dengan analisis data
berupa konsep, pendapat, opini yang diperoleh mlamelitian kepustakaan
dan penelitian dilapangan yang diolah dan diasalisntuk menjawab

permasalahan kemudian diambil kesimpulan.

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dengan waielatetode

penelitian, data tersebut perlu diolah dan diaaatlsngan baik agar data

%5 Masyuhuri dan M. ZainuddjMetodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan legif,
(Bandung: refika aditama, 2008), him. 193

21bid,him. 195
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tersebut bermakna. Adapun metode yang peneliti kumadalah metode
deduktif, yaitu cara berpikir analitik yang beraagkdari dasar-dasar
pernyataan yang bersifat umum menuju pada pernyaj@mg bersifat
khusus, dengan penalaran yang bersifat rasféf@mudian dianalisis secara
komparatif, yaitu mengkaji tindak pidana anak teute dengan cara

membandingkan data yang diperoleh dengan hasilipané&epustakaan.
G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebdrah dan jelas
mengenai pembahasan skripsi ini, penyusun mengguanaistematika dengan

membagi pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi uraian tentang latar belakaagpiah, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustakaanigk&a teoretik, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum tent&madficking, diantaranya
pengertian penegakan hukum, korban kejahatan, datagangan orang, modus
operandi perdagangan orang dan perlindungan kdtbgihatan sebagai wujud

perlindungan hak asasi manusia.

Bab Ketiga, berisi mengenai kajian teoritis pengaiutindak pidana
trafficking dalam hukum pidana Indonesia, diantaranya latakbely pengaturan
trafficking, pengaturan tindak pidaneafficking dan kebijakn pemerintah dalam

menangani korbatrafficking.

“’Nana Sudjanaluntunan Karya limiahcet-2 (Bandung: CV Sinar Baru, 1991), him 6
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Bab Keempat, berisi pertimbangan hakim dan analmigusan yang

dijatuhkan terhadap kastrafficking di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Bab Kelima, berisi simpulan dan saran yang ada mgdmnya dengan

masalah yang diteliti.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskamadj enaka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidaradficking yang dilakukan di
Indonesia adalah dengan menerbitkan Undang-UndamgoN 21 Tahun
2007 yang mengatur tentang ketentuan Pemberant@gadtak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO).Penegakan hukum yang uldilak oleh
Pengadilan Negeri Yogyakarta  berdasarkan Putusan moNo
205/PID.SUS/2011/PN Yk belummemenuhi rasa keadiegi korban
perdagangan orang karena belum memberikan perlyatuisecara serius
terhadap korban perdagangan orang. Berdasarkan sadutuNo.
205/PID.SUS/2011/PN.YK mengadili sesuai dengan IP2sayat (1) dan
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengma penjara 3
(tiga) tahun dan pidana denda Rp. 120.000.000rat(se dua puluh juta
rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

2. Pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, sebagaranhukum sudah
melindungi korban dan menjunjung tinggi HAM yandgudingkan dalam
norma-norma konstitutif dan dilaksanakan dalamesisperadilan, sebagai
jaminan konkrit terhadap perlindungan dan penegdké&kum HAM. Selain

itu juga pencantuman secara formal dalam peraturatfang-Undang Nomor
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13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Undawigng Nomor 26
Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, secara normadipatl menjamin
perlindungan hukum bagi korban kejahatan perdagagang serta dapat
meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM gunkeb#®angnya
pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampaanmalam
berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
B. Saran
Dengan adanya kenyataan-kenyataan yang terjadi tdkh diuraikan
sebelumnya, maka tindak pidana perdagangan oramgdficking) menjadi
tanggung jawab semua pihak, khususnya aparat penégaum dalam
penanggulangan dan penanganan kasus tersebut, bebkeapa saran sebagai

berikut;

1. Hakim sebagai pemberi putusan seharusnya tidakahawengikuti peraturan
perundang-undangan semata tanpa memperdulikan keadilan, tetapi
hakim seharusnya mengikuti perundang-undangan demgementingkan
rasa keadilan yang seadil-adilnya. Sehingga kepotya dapat memenubhi
rasa keadilan yang sebenarnya.

2. Dengan mengacu pada tujuan pemidanaan, sebaikmgapetaku tindak
pidana dikenakan ancaman dan sanksi hukuman yamgime, karena
ternyata sanksi hukuman yang dikenakan tidak meulikab efek jera bagi
pelaku.

3. Memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum baikn&rmaupun non

formal secara berkesinambungan kepada masyaraktnge pentingnya
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penegakan hukum dilndonesiasehingga masyarakat lsakiam dan menaati

peraturan yang berlaku.
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PUTUSAN
NOMOR : 205/ PID.SUS/ 2011 / PN Yk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pestama, telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap - MUJIANTO als. SUGENG bin MADYO UTOMO ;---—---
Tempat lahir . Yogyakarta ;

Umur / tanggal lahir ~ : 47 Tahun/ 19 Juli 1964 ;

Jenis kelamin . laki-laki ;

~Kebangsaan . Indonesia ;

‘Tempat tinggal - Sosrokusuman DN I/ 151, Rt.016 Rw.006 Suryatmajén

Danurejan Yogyakarta ;

Agama :Islam ;

-ﬁekerjaan : Wiraswasta ; :
Pendidikan . SMP ( tidak tamat) ; A

Terdakwa menghadap kepersidangan didampingi oleh Penasihat
Hukumnya dari Kantor Hariyanto, SH & Associated, Advokat/ Penasihat Hukum
yang beralamat kantor JI. Magelang Km 4, No. 100 Karangwaru Lor Yogyakarta;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 3 Mei 2011 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan :

1. Penyidik Nomor: SP/MHan/22/11/2011/Reskrim tanggal 22 Februari 2011
sejak tanggal 22 Februari 2011 sampai dengan tanggal 13 Maret 2011 ;----
2. Penuntut Umum Nomor : TAP.111/ 0.4.10/ Epp.1/ 3 / 2011 tanggal 9 Maret
2011 sejak tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 22 April
2011;
3. Penuntut Umum Nomor : 484/0.4.10/ Ep.1/03/ 2011 tanggal 30 Maret 2011
sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 Aprit 2011 ;-------—--
4 Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 12 April 2011 sampai
gengan tanggal 11 Mei 2011 ; '
5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai
dgengan tanggal 10 Juli 2011 ;




Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

memutuskan :

1. Menyatakan ia Terdakwa MUJIANTO als. SUGENG bin MADYO UTOMO
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
« membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana
perdagangan orang * sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-undang
No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJIANTO als. SUGENG bin
MADYO UTOMO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun hdik:urangi

selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar
Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan
kurungan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;--------—----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dirampas

untuk negara ;
4 WMenetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah 13

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh
Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan

Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan
tersebut |

Menimbang, bahwa telah pula didengar Replik dari Penuntut Umum atas
Pembelaan terdakwa dan Duplik yang disampaikan oleh Penasihat hukum
Tesdakwa atas Replik Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas
perkara |

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan
dalrmaan sebagai berikut -




Tuna Susila masing-masing bernama : Yatini als. Lia, Susanti ais. Qe Dinse

Retno Pikasari dan Siti Sofiyatun als. Vera ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pemaron Kecammsse
Brebes dan Kartu Keluarga No. 3329092802073246 saksi Intan Pumarmaszr
als. Intan lahir tanggal 8 Januari 1994.

----------- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidara
Pasal 10 Undang- undang Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
ATAU

KETIGA :

----- —-Bahwa ia terdakwa MUJIANTO als SUGENG bin MADYO UTOMO, pada
waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, secara
bersama-sama dan bersepakat dengan Sdr. KIKI (DPO), baik sebagai orang
yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan
kesatu diatas, setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan

mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya kurang lebih 4 bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh
petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta mulai bekerja dirumah kontrakan
Sdr. Kiki selaku pengelola rumah penampungan para Wanita Tuna Susila
yang terletak di J1. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta dengan tugas
membantu Sdr. Kiki untuk menerima para tamu sekaligus melakukan
transaksi kepada tamu yang datang ketempat tersebut untuk meminta jasa
layanan hubungan suami istri dengan Wanita Tuna Susila, dan sebagai
imbalannya terdakwa diberikan uang oleh Sdr. Kiki sebesar Rp.10.000,-
untuk setiap tamu yang telah membayar layanan jasa tersebut. ————— -

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Subagyo bersama-sama
gengan saksi Tri Pumomo Sidhi menemui terdakwa untuk memesan layanan
j@sa hubungan layaknya suami istri dari para Wanita Tuna Susila.
selangutnya terdakwa menunjukan 5 orang Wanita Tuna susila yang
sedgang duduk disalah satu ruangan untuk dipilih oleh saksi Subagyo dan
saksi Tn Pumomo Sidhi dan pilihan saksi Subagyo jatuh pada saksi Intan

asar also Intan yang merupakan salah satu penghuni rumah ai



KESATU :

------ Bahwa ia terdakwa MUJIANTO als SUGENG bin MADYO UTOMO seeara
bersama-sama dan bersepakat dengan Sdr. KIKI (DPO), baik sebagai orang
yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
perbuatan, pada. hari Senin tanggal 21 Februari 2011, sekitar jam 21.45 Wib
atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2011, atau
setidak-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di J1. HOS Cokroaminoto No.
124 Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam
.daerah hukum Pcngadilan Negeri Yogyakarta, setiap orang yang melakukan
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan,

atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberibayaran atau manfaat

walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali_atas
orang lain, untuk tuiuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara

Republik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :----

- Bahwa pada awalnya kurang lebih 4 bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh
petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta telah mulai bekerjasama sama
dengan Sdr. Kiki selaku pengelola rumah penampungan para Wanita Tuna
Susila yang terletak di JIl. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta dengan
tugas menerima para tamu sekaligus melakukan transaksi kepada tamu
yang datang ketempat tersebut untuk memintajasa layanan hubungan suaml
istri dengan Wanita Tuna Susila, dan sebagai imbalannya terdakwa
diberikan uang oleh Sdr. Kiki sebesar Rp.10.000,- untuk setiap tamu yang

telah membayar layanan jasa tersebut. ;

. Pada waktu dan tempat terSebut diatas ketika saksi Subagyo bersama-sama
dengan saksi Tri Pumomo Sidhi menemui terdakwa untuk memesan layanan
jasa hubungan layaknya suami istri dari para’ Wanita Tuna Susila,
sefanjutnya terdakwa menunjukan 5 orang Wanita Tuna susila yang
sedang duduk disalah satu ruangan untuk dipilih oleh saksi Subagyo dan
saksi Tri Pumomo Sidhi dan pilihan saksi Subagyo jatuh pada saksi Intan

Pumamasari also Intan yang merupakan salah satu penghuni rumah di
£ HOB Bekraamindts Ma 124 Yaayakatta tarmesbt, ke a1 torlmdl tawar

SRR

wingan layaknya suUaiTi 18 yaily chnpiil o Laihaiiinesi ‘



Pumamasari dengan saksi Subagyo, sehingga diperoleh
Rp.400.000,- dengan ketentuan uang sebesar Rp.300.000.-
membayar saksi Intan Purnamasari dan Sdr. Kiki, dan untuk jasa tercasmme
diberikan imbalan oleh Sdr. Kiki sebesar Rp.10.000,- serta untuk @sa
terdakwa mengantarkan dan sewa hotel sebesar Rp.| 00.000,- setelah teraoc:

kesepakatan pada itu juga saksi Subagyo menyerahkan uang sebesar
Rp. 400.000,- kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersarna-sama dengan
saksi Intan Purnamasari dan saksi Subagyo serta saksi Tri Pumomo Sidhi

keluar rumah menuju ke mobil ;

- Pada saat terdakwa bersama-sama saksi Intan Pumamasari also Intan dan
saksi Subagyo sudah berada didalam mobil dan siap untuk berangkat,
secara tiba-tiba petugas Polresta Yogyakarta melakukan peenangkapan
terhadap tcrdakwa bcserta uang sejumlah Rp. 400.000,- yang merupakan
hasil transaksi jasa layanan antara saksi Subayo dengan terdakwa serta
mengamankan 4 orang Tuna Susila masing-masing bemama: Yatini also

Lia, Susanti also Ocha, Dwi Retno Pikasari dan Siti Sofiyatun also Vera ;--—-—--

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pemaron Kecamatan
Brebes dan Kartu Keluarga No. 3329092802073246 saksi Intan Pumamasari
also Intan lahir tanggal 8 Januari 1994 ;

- Bahwa dalam terdakwa bersama-sama dengan sdr.Kiki melakukan kegiatan
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan
terhadap orang tersebut tidak didukung dengan perijinan dari pejabat yang
berwenang ;

——Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dianeam Pidana
Pasai 2 ayat (1) Undang- undang Nomor : 21 tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1)
ke 1 KUHP .

ATAU

——Bafwa ia terdakwa MUJIANTO als SUGENG bin MADYO UTOMO, pada
walkits dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, setiap
oramg yang telah membantu atau melakukan pereobaan untuk melakukan

filk pidana perdagangan orang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan




Bahwa pada awalnya kurang lebih 4 bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh
petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta mulai bekerja dirumah kontrakan
Sdr. Kiki selaku pengelola rumah penampungan para Wanita Tuna Susila
yang terletak di J1. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta dengan tugas
membantu Sdr. Kiki untuk menerima para tamu sekaligus melakukan
transaksi kepada tamu yang datang ketempat tersebut untuk meminta jasa
layanan hubungan suami istri dengan Wanita Tuna Susila, dan sebagai
imbalannya terdakwa diberikan uang oleh Sdr. Kiki sebesar Rp.l10.000,-

untuk setiap tamu yang telah membayar layanan jasa tersebut.---—-------------

Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Subagyo bersama-sama
dengan saksi Tri Pumomo Sidhi menemui terdakwa untuk memesan layanan
jasa hubungan layaknya suami istri dari para Wanita Tuna Susila,
selanjutnya terdakwa menunjukan 5 orang Wanita Tuna susila yang
sedang duduk disalah satu ruangan untuk dipilih oleh saksi Subagyo dan
saksi Tri Purnomo Sidhi dan pilihan saksi Subagyo jatuh pada saksi Intan
Purnamasari also Intan yang merupakan salah satu penghuni rumah di
JI. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta tersebut, kemudian terjadi
tawar menawar harga antara saksi Subagyo dengan terdakwa untuk layanan
jasa hubungan layaknya suami istri yang akan dilakukan oleh saksi Intan
Pumamasari dengan saksi Subagyo, sehingga diperoleh kesepakatan harga
Rp.400.000,- dengan ketentuan uang sebesar Rp.300.000,- untuk
membayar saksi Intan Purnamasari dan Sdr. Kiki, dan untuk jasa terdakwa
di’berikan imbalan oleh Sdr. Kiki sebesar Rp.I0.000,- serta untuk jasa
terdakwa mengantarkan dan sewa hotel sebesar Rp.100.000,- setelah terjadi
kesepakatan pada itu juga saksi Subagyo menyerahkan uang sebesar
Rp. 400.000,- kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan
saksi Intan Purnamasari dan saksi Subagyo serta saksi Tri Pumomo Sidhi

kefuar rumah menuju ke mobil

Pada saat terdakwa bersama-sama saksi Intan Pumamasari also Intan dan
saksi Subagyo sudah berada didalam mobil dan siap untuk berangkat,
secara tiba-tiba petugas Polresta Yogyakarta melakukan peenangkapan
terhadap terdakwa beserta uang sejumlah Rp 400.000,- yang merupakan

masil transaksi jasa layanan antara saksi Subayo dengan terdakwa.

terdakwa belum sempat menerima imbalan dari sdr. Kiki uang
ssbesar Rp. 10.000.- dan pada saat itu juga berhasil diamankan 4 orang



Tuna Susila masing-masing bernama : Yatini als. Lia, Susanti ats. Cicires, Tless

Retno Pikasari dan Siti Sofiyatun als. Vera ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pemaron |
Brebes dan Kartu Keluarga No. 3329092802073246 saksi Intan Pumiar
als. Intan lahir tanggal 8 Januari 1994.

----------- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana

Pasal 10 Undang- undang Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
ATAU

KETIGA :
----- —-Bahwa ia terdakwa MUJIANTO als SUGENG bin MADYO UTOMO, pada

waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, secara
bersama-sama dan bersepakat dengan Sdr. KIKI (DPO), baik sebagai orang
yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan
kesatu diatas, setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan

mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya kurang lebih 4 buian sebelum terdakwa ditangkap oleh
petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta mulai bekerja dirumah kontrakan
Sdr. Kiki selaku pengelola rumah penampungan para Wanita Tuna Susila
yang terletak di J1. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta dengan tugas
membantu Sdr. Kiki untuk menerima para tamu sekaligus melakukan
transaksi kepada tamu yang datang ketempat tersebut untuk meminta jasa
layanan hubungan suami istri dengan Wanita Tuna Susila, dan sebagai
imbalannya terdakwa diberikan uang oleh Sdr. Kiki sebesar Rp.10.000,-
untuk setiap tamu yang telah membayar layanan jasa tersebut.—————————

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Subagyo bersama-sama
dengan saksi Tri Pumomo Sidhi menemui terdakwa untuk memesan layanan
j@sa hubungan layaknya suami istri dari para Wanita Tuna Susila.
selanjuinya terdakwa menunjukan 5 orang Wanita Tuna susila yang
sedgang duduk disalah satu ruangan untuk dipilih oleh saksi Subagyo dan
saksi Tn Purmomo Sidhi dan pilihan saksi Subagyo jatuh pada saksi intan

asari also Intan yang merupakan salah satu penghuni rumah di



JI. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta tersebut, kemudian tenad
tawar menawar harga antara saksi Subagyo dengan terdakwa untuk iayanan
jasa hubungan layaknya suami istri yang akan dilakukan oleh saksi intan
Pumamasari dengan saksi Subagyo, sehingga diperoleh kesepakatan harga
Rp.400.000,- dengan ketentuan uang sebesar Rp.300. 000,- untuk
membayar saksi Intan Purnamasari dan Sdr. Kiki, dan untuk jasa terdakwa
diberikan imbalan oleh Sdr. Kiki sebesar Rp.10.000,- serta untuk jasa
terdakwa mengantarkan dan sewa hotel sebesar Rp.100.000,- setelah terjadi
kesepakatan pada itu juga saksi Subagyo menyerahkan uang sebesar
Rp. 400.000,- kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan

saksi Intan Purnamasari dan saksi Subagyo serta saksi Tri Pumomo Sidhi

keluar rumah menuju ke mobil.

. Pada saat terdakwa bersama-sama saksi Intan Pumamasari also Intan dan
saksi Subagyo sudah berada didalam mobil dan S|ap untuk berangkat

" secara tiba-tiba petugas Polresta Yogyakarta melakukan peenangkapan
terhadap terdakwa beserta uang sejumlah Rp 400. Oﬂﬂwwang merupakan
hasil transaksi jasa layanan antara saksi Subayo dengan terdakwa,
sehingga terdakwa belum sempat menerima imbalan dari sdr. Kiki uang
sebesar Rp. 10.000,- dan pada saat itu juga berhasil diamankan 4 orang

Tuna Susila masing-masing bernama : Yatini als. Lia, Susanti als. Ocha, Dwi

Retno Pikasari dan Siti Sofiyatun als. Vera ;

. Bahwa terdakwa sengaja mempekerjakan saksi Intan Pumamasari untuk
melayani jasa hubungan layaknya suami istri kepada para pria hidung
belang, tidak lain karena kondisi ekonomi lemah yang dialami oleh saksi
Intan Pumamasari dan agar terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Kiki
uang sebesar Rp.10.000,-

. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pemaron Kecamatan
Brebes dan Kartu Keluarga No. 3329092802073246 saksi Intan Pumamasari
als. Intan lahir tanggal 8 Januari 1994 sehingga belum genap 18 tahun \—-—

—_Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana
Pasal 88 Undang- undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP |

ATAU




———Bahwa ia terdakwa MUJIANTO als SUGENG bin MADYO U
waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diaaes, s
bersama-sama dan bersepakat dengan Sdr. KIKI (DPO), baik sebagss amsng
yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan

turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana tessets
dalam dakwaan kesatu diatas, siapapun dilarang mempekerjakan gam
melibatkan anak pada pekerjaan terburuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa

dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya kurang lebih 4 bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh
petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta telah mulai bekerjasama sama
dengan Sdr. Kiki selaku pengelola rumah penampungan :j:para Wanita Tuna
Susila yang terletak di J1. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta dengan
tugas menerima para tamu sekaligus melakukan tr@ns?ksi kepada tamu
yang datang ketempat tersebut untuk meminta jas? I;ayanan hubungan
suami istri dengan Wanita Tuna Susila, dan sebagai ?imé_)alannya terdakwa
diberikan uang oleh Sdr. Kiki sebesar Rp.10.000,- uqtuk? setiap tamu yang
telah membayar layanan jasa tersebut. -

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Subagyo bersama-sama
dengan saksi Tri Pumomo Sidhi menemui terdakwa untuk memesan layanan
jasa hubungan layaknya suami istri dari para Wanita Tuna Susila,
selanjutnya terdakwa menunjukan & orang Wanita Tuna susila yang
sedang duduk disalah satu ruangan untuk dipilih oleh saksi Subagyo dan
saksi Tri Pumomo Sidhi dan pilihan saksi Subagyo jatuh pada saksi Intan
Pumamasari also Intan yang merupakan salah satu penghuni rumah di
JI. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta tersebut, kemudian terjadi
tawar menawar harga antara saksi Subagyo dengan terdakwa untuk layanan
jasa hubungan layaknya suami istri yang akan dilakukan oleh saksi Intan
Pumamasari dengan saksi Subagyo, sehingga diperoleh kesepakatan harga
Rp.400.000,- dengan ketentuan uang sebesar Rp.300.000,- untuk
membayar saksi Intan Pumamasari dan Sdr. Kiki, dan untuk jasa terdakwa
diberikan imbalan oleh Sdr. Kiki sebesar Rp.10.000,- serta untuk jasa
terdakwa mengantarkan dan sewa hotel sebesar Rp.100.000.- setelah
tenfadi kesepakatan pada itujuga saksi Subagyo menyerahkan
uang sebesar Rp. 400.000,- kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama-
sama dengan saksi Intan Pumamasari dan saksi Subagyo serta saksi Tn
Pumomo Sidhi keluar rumah menuju ke mobil.




. Pada saat terdakwa bersama-sama saksi Intan Pumamasarn as. e il

saksi Subagyo sudah berada didalam mobil dan siap untuk DesamgREE

secara tiba-tiba petugas Polresta Yogyakarta melakukan

terhadap terdakwa beserta uang sejumlah Rp.400. 000.,- yang

hasil transaksi jasa layanan antara saksi Subayo dengan terdakwa serz
mengamankan 4 orang Tuna Susila masing-masing bemama Yatini aiso
Lia, Susanti also Ocha, Dwi Retno Pikasari dan Siti Soﬂyatun als. Vera.——
. Bahwa terdakwa sengaja mempekerjakan saksi Intan Purnamasarl untuk
melayani jasa hubungan layaknya suami istri kepada ‘para pria hidung
belang, tidak lain agar terdakwa mendapatkan |mbalg_n Qarl Sdr. Kiki uang
sebesar Rp.! 0.000,-
. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa:Pémaron Kecamatan
Brebes dan Kartu Keluarga No. 3329092802073246 saks; Intan Pumamasari
als. Intan lahir tanggal 8 Januari 1994 sehingga belum’ genap 18 tahun ;------

------- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur‘da‘p diancam Pidana
Pasal 183 ayat (1) jo pasal 74 ayat (1) Undang- undang Non‘:\or - 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KELIMA :

——Bahwa ia terdakwa MUJIANTO als SUGENG bin MADYO
waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu &
bersama-sama dan bersepakat dengan Sdr. KIKI (DPO), baik s

yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta mela
perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan
kesatu diatas, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan
cabul oleh orang lain dengan oréng lain, dan menjadikannya sebagai pencarian
atau kebiasaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

berikut | — ' : ' -

. Bahwa pada awalnya kurang lebih 4 bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh
petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta mulai bekerja dirumah kontrakan
Sdr. Kiki selaku pengelola rumah penampungan para Wanita Tuna Susila
yang terletak di J1. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta dengan tugas
mmamu Sdr. Kiki untuk menerima para tamu sekaligus nw%akwkaﬂ

4 i enre deene Ketemest tersebut Wntuk meminta jasa



10

layanan hubungan suami istri dengan Wanita Tuna Susiz. g :
imbalan oleh Sdr. Kiki sebesar Rp.10.000,- untuk setap tamg WW

membayar layanan jasa tersebut.

Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Subagyo eSS SR

dengan saksi Tri Pumomo Sidhi menemui terdakwa untuk memesan @yaman

jasa hubungan layaknya suami istri dari para Wanita Tuna Susis
selanjutnya terdakwa menunjukan 5 orang Wanita Tuna susia yamg
sedang duduk disalah satu ruangan untuk dipilih oleh saksi Subagyo can
saksi Tri Purnomo Sidhi dan pilihan saksi Subagyo jatuh pada saksi Intan
Purnamasari als. Intan yang merupakan salah satu penghuni rumah di
J1. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta tersebut, kemudian terjadi
tawar menawar harga antara saksi Subagyo dengan terdakwa untuk layanan
jasa hubungan layaknya suami istri yang akan dilakukan oleh saksi Intan
Pumamasari dengan saksi Subagyo, sehingga diperoleh kesepakatan harga
Rp.400.000,- dengan ketentuan untuk tariff pelayanan saksi Intan
Purnamasari sebesar Rp.300.000,- dan untuk jasa terdakwa mengantarkan

. dan sewa hotel sebesar sebesar Rp.100.000,- setelah terjadi kesepakatan

pada itu juga saksi Subagyo menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,-
kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Intan
Purnamasari dan saksi Subagyo serta saksi Tri Pumomo Sidhi keluar rumah

menuju ke mobil.

Pada saat terdakwa bersama-sama saksi Intan Pumamasari als. Intan dan
saksi Subagyo sudah berada didalam mobil dan siap untuk berangkat,
secara tiba-tiba petugas Polresta Yogyakarta melakukan peenangkapan
terhadap terdakwa beserta uang sejumlah Rp 400.000,- yanqgv merupakan
hasil transaksi jasa layanan antara saksi Subayo déngan terdakwa, serta
mengamankan 4 orang Tuna Susila masing-masing bernama : Yatini als.

Lia, Susanti als. Ocha, Dwi Retno Pikasari dan Siti Sofiyatun als. Vera ;-———--

Bahwa setiap kebiasaan terdakwa menerima imbalan dari sdr. Kiki sebesar

Rp. 100.000,- tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-------

—— _Perpbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana

Pasal 296 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Terdakwa menyatakan tidak akan menaggapi dakwaan tersebut :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat hokum




telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawa s
pokoknya sebagai berikut

Keterangan Saksi-1 : SUBAGYO ;

11

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya

Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan sk ass

hubungan keluarga dengan terdakwa :
Bahwa diawali dengan telah diberlakukannya operasi pekat dimutas s
bulan Februari 2011 sampai dengan akhir bulan Februari 2011 -

Bahwa dalam operasi pekat dan adanya informasi dari masyarakat
menemukan praktek perdagangan wanita tersebut yang kemudian pada
hari Senin tanggal 21 Februari 2011 sekira pukul 20. 45 Wib, saksi
mendatangi sebuah rumah di JI. HOS Cokroaminoto No 124 Yogyakarta
bersama-sama dengan saksi Tri Purnomo Sldhl dan beberapa petugas
Kepolisian yang lain yang dicurigai untuk menampung Wanlta Tuna

Susila ;
Bahwa setibanya dirumah tersebut sak81 dltemw terdakwa pada saat |tu
saksi mengaku wisatawan nusantara yang menglngmkan wanlta untuk
dibeli kemudian diajak berkencan selanjutnya mempersslahkan saksu
untuk memilih 5 ( lima) orang gadls-gadls yang duduk dlsalah satu

'ruangan didalam rumah tersebut kemudlan saksn memlllh wanlta yang

pallng muda dan cantlk akhlrnya jatuhlah pmhan wanlta muda yang

'beru3|a 16 tahup namanya Intan Purnamasan kemuduan terdakwa

bertanya berapa harganya, terdakwa menjawab kalau short time
Rp. 300.000,- kemudian saksi menyerahkan uang kepada terdakwa
sebesar RTp. 300.000,- dan terdakwa minta uang tambahan uang
sebesar Rp. 100.000,- untuk ongkos sewa kamar hotel :

Bahwa selanjutnya terdakwa mempersilahkan saksi untuk membawa
Intan Purnamasari, kemudian saksi keluar rumah bersama saksi Intan
Purnamasari diikuti terdakwa menuju ke mobil yang telah disiapkan, pada
saat itu saksi memberi isyarat petugas yang berjaga di luar rumah untuk
melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan uang
sebesar Rp. 400.000,-:
Bahwa setelah diinterogasi di Kantor Kepolisian terdakwa mengaku yang

mempunyai usaha perdagangan wanita tersebut adalah AL A [



Keterangan saksi-2. TRI PURNOMO SIDHI :

Bahwa kemudian saksi terbitkan surat penangkapan dam muiie

ke rumah Kiki di daerah Soragan, namun pada saat di

dirumahnya Kiki sudah tidak ada ditempat ;
Bahwa terdakwa bekerja ditempat Kiki sudah 6 (enam) bulme wmwg
bertugas menerima tamu, menerima pembayaran dan menyajikan wanis

susila ;

Bahwa saat operasi tidak ditemukan identitas apapun pada masing-

masing wanita tuna susila tersebut ;
Bahwa menurut pengakuan terdakwa, setiap tamu yang datang dan
berhasil transaksi terdakwa mendapat bagian atau fie sebesar
Rp. 10.000,- ;
Bahwa setelah saksi mengecek ketempat asal Intan Purnamasari

ternyata saksi Intan Purnamasari baru berusia 16 tahun dan belum 18
tahun ;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di‘a}j}uka&\r}_ﬂ_gipigr&sﬁi‘gaggan;*;\-m
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bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga

dengan terdakwa :

Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan
di Penyidik ; '

Bahwa diawali dehgan telah diberlakukannya ope‘rasi pekat dimulai awal

bulan Februari 2011 sampai dengan akhir bulan Februari 2011 j-mmmmmmeeeee
Bahwa dalam o;ferasi pekat dan adanya informasi  dari masyarakat
menemukan prakték perdagangan wanita tersebut yang kemudian pada
hari Senin tanggél 21 Februari 2011 sekira pukul 20. 45 Wib. saksi
mendatangi sebuah rumah di JI. HOS Cokroaminéto No. 124 Yogyakarta
bersama-sama dengan saksi Subagyo dan beberapa petugas Kepolisian

yang lain yang dicurigai untuk menampung Wanita Tuna Susila ;------—--——

Bahwa setibanya dilokasi, saksi dan saksi Subagyo ditemui terdakwa.
pada sast itu saksi Subagyo mengaku wisatawan nusantara yang
menginginkan wanita untuk dibeli kemudian diajak berkencan.
selanjutnya mempersilahkan saksi untuk memilih 5 ( lima) orang gadis-
gadis yang duduk disalah satu ruangan didalam rumah tersebut .
kemudian saksi memilih wanita yang paling muda dan cantik akhimya
jatuhlah pilihan wanita muda yang berusia 16 tahun namanya intan



Keterangan Saksi-3. Marsudi.:

Purnamasari, kemudian terdakwa bertanya berapa hargarmya. #
menjawab kalau short time Rp. 300.000,- kemudian saksi
uang kepada terdakwa sebesar RTp. 300.000,- dan terdakwa T T
tambahan uang sebesar Rp. 100.000,- untuk ongkos sewa kamar homs -

Bahwa selanjutnya terdakwa mempersilahkan saksi Subagyo dan sais:
untuk membawa Intan Purnamasari, kemudian ‘saksi keluar rurnan
bersama saksi Intan Purnamasari diikuti terdakwa rhenuju ke mobil yang
telah disiapkan, pada saat itu saksi memberi isyarat petugas yang
berjaga di luar rumah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa
dan mengamankan uang sebesar Rp. 400.000,- serta 4 orang wanita

lainnya ;
Bahwa setelah diinterogasi di Kantor Kepolisian terdakwa mengaku yang
mempunyai usaha perdagangan wanita tersebut adalah KIK| ;----m-mmeemev
Bahwa kemudian saksi terbitkan surat penangkapan dan malam itu juga
ke rumah Kiki di daerah Soragan, namun pada saat dilakukan operasi
dirumahnya Kiki sudah tidak ada ditempat ;

Bahwa terdakwa bekerja ‘ditempat Kiki sudah 6 (enam) bulan, yang
bertugas menerima tamu, menerima pembayaran dan menyajikan wamta
susila ;

3

Bahwa saat operasi tidak ditemukan ldentltas apapun pada masmg-

masmg wanita tuna susila tersebut ;
Bahwa menurut pengakuan terdakwa, setiap tamu yang datang dan
berhasil transaksi terdakwa mendapat bagian atau fie sebesar
Rp. 10.000,- ;
Bahwé setelah saksi mengecek ketempat asal Intan Purnamasari
ternyata saksi Intan Purnamasari baru berusia 16 tahun dan belum 18
tahun ;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang tunai
Rp. 400.000,- yang diperlihatkan dipersidangan adalah uang yang
diserahkan Subagyo kepada Terdakwa yang diajukan dipersidangan ;-----

Bahwa saksn sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada
hwbﬂngan*kefuarga*dengahterdakwa‘““ T

Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan
keterangan di Penyidik ;
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- Bahwa diawali dengan telah diberlakukannya operasi pekat dimutai awai
bulan Februari 2011 sampai dengan akhir bulan Februari 2011 ;-
- Bahwa dalam operasi pekat dan adanya informasi dari masyarakat
menemukan praktek perdagangan wanita tersebut yang kemudian pada
hari Senin tanggal 21 Februari 2011 sekira pukul 20. 45 Wib, saksi
mendatangi sebuah rumah di JIl. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta
bersama-sama dengan saksi Subagyo, Tri Purnomo Sidhi, Dwi Hari
cahyono yang dicurigai untuk menampung Wanita Tuna Susila ;-------—--
- Bahwa setibanya di lokasi di lokasi dilakukan pembagian tugas , yaitu
saksi Dwi Hari Cahyono bertugas di luar rumah sekitar jarak 10-15 meter

dari rumah yang bersangkutan dan saksi Subagyo dan saksi Tri Purnomo

Sidhi masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa setelah saksi Subagyo dan saksi Tri Purnomo Sidhi masuk ke
dalam rumah,selang beberapa menit kemudian keluar bersama seorang
perempuan menuju ke mobil yang telah dipersiapkan, saat itulah saksi
Subagyo memberi isyarat kepada saksi untuk segera masuk ruméh,
selanjutnya saksi bersama-sama dengan DWl hari Cahyono masuk
rumah di Jl. HOS Cokroaminoto No. 124 tersebut Ialu menangkap
terdakwa dan berhasil mengamankan uang sebesar Rp 400.000,- dari
tangan terdakwa serta 4 orang wanita lainnya ;

- Bahwa setelah diinterogasi di Kantor Kepolisian terdakwa mengaku yang
mempunyai usaha perdagangan wanita tersebut adalah KIKI dan malam

itu juga ke rumah Kiki di daerah Soragan, namun pada saat dilakukan

operasi dirumahnya Kiki sudah fidak ada ditempat ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, setiap tamu yang datang dan
berhasil transaksi terdakwa mendapat bagian atau fie sebesar
Rp. 10.000,-;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa wuang tunai
Rp. 400.000,- yang diperlihatkan dipersidangan adalah uang vyang
diserahkan Subagyo kepada Terdakwa yang diajukan dipersidangan ;—-

Keterangan Saksi-4. DWI HARI CAHYONO ..
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada

hubungan keluarga dengan terdakwa ;

- Bahwa Bahwa saksi pemah diperiksa di Penyidik dan membenarkan

~ ot PN - b gt




- Bahwa diawali dengan telah digberlakukannya operasi pekat dimulai awal
bulan Februari 2011 sampai déhgan akhir bulan Februari 2011 ;---—-——
- Bahwa dalam operasi pekat‘idan adanya informasi dari masyarakat
menemukan praktek perdagangan wanita tersebut yang kemudian pada
hari Senin tanggal 21 Februé‘ri 2011 sekira pukul 20. 45 Wib, saksi
mendatangi sebuah rumah di JI. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta

bersama-sama dengan saksi Subagyo, Tri Purnomo Sidhi, Marsudi yang

dicurigai untuk menampung Wanita Tuna Susila :
- Bahwa setibanya di lokasi di lokasi dilakukan pembagian tugas , yaitu
saksi Dwi Hari Cahyono bertugas di luar rumah sekitar jarak 10-15 meter
dari rumah yang bersangkutan dan saksi Subagyo dan saksi Tri Purnomo

Sidhi masuk ke dalam rumah

- Bahwa setelah saksi Subagyo dan saksi Tri Purnomo Sidhi masuk ke
dalam rumah,selang beberapa menit kemudian kelu?r bersama seorang
perempuan menuju ke mobil yang telah dipersiapkén, saat itulah saksi
Subagyo memberi isyarat kepada saksi untuk "seéera masuk rumah,
selanjutnya saksi bersama-safna dengan Dwi haéri Cahyono masuk
rumah di JIl. HOS Cokroaminoto No. 124 tersebut lalu menangkap
terdakwa dan berhasil mengamankan uang sebesér Rp. 400.000,- dari

tangan terdakwa serta 4 orang wanita lainnya ;
- Bahwa setelah diinterogasi di Kantor Kepolisian terdakwa mengaku yang
mempunyai usaha perdagangan wanita tersebut adalah KIKI dan malam
itu juga ke rumah Kiki di daerah Soragan, namun pada saat dilakukan
operasi dirumahnya Kiki sudah tidak ada ditempat ;

- Bahwa menurut pengakuan térdakwa, setiap tamu yang datang dan
berhasil transaksi terdakwa mendapat bagian atau fie sebesar
Rp. 10.000,- ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang tunai
Rp. 400.000,- yang diperlihaikan dipersidangan adalah uang yang
diserahkan Subagyo kepada Tegfdakwa yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas, Terdakwa

menyatakan tidak keberatan dan membenarkan :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi
Intan Pumamasari alias Intan Binti Jumadi, yang tidak hadir dipersicangan,
sehingga keterangannya yang telah éiber%kan dihadapan Penyidik dibacakan

|
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setelah terdakwa menyatakan tidak keberatan, dimana atas keteranganrva

tersebut terdakwa juga menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :
uang sejumlah Rp. 400.000,- ( erhpat ratus ribu rupiah) , dimana setelah
diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dibenarkan adanya ;-----------mmme-

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksé di Penyidik dan membenarkan keterangan

di penyidik ;
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 4 bulan bekerja di rumah penampungan
wanita pekerja sex komersial kemudian menjualnya bilamana ada tamu yang

memerlukan jasa layanan wanita pekerja sex komersial ;

- Bahwa terdakwa bertugas dlrumah penampungan tersebut untuk bersih-
bersih rumah serta melayani tamu yang datang untuk meminta jasa layanan
wanita pekerja sex komersial dan menerima pembayaran dari tamu yang

telah sepakat dengan tarif layanan pekerja sex komersial :

- pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 sekira pukul 20. 30 Wlb ketlka
terdakwa sedang duduk dikursi lincak didepan rumah penampungan dl
JI. HOS Cokroaminoto No. 124 Yogyakarta saksi Subagyo datang bprsama-
sama dengan saksi Tri Purnomo Sidhi, selanjutnya terdakwq menyuruh tamu
masuk kedalam rumah, kemudlan saksi Subagyo memlllh 5 oranq wanita
yang duduk dalam suatu ruangan didalam rumah tersebut kemudlan saksi
Subagyo memilih wanita yang pahng muda dan paling cantlk dan jatuhlah

pilihan pada saksi Intan Purnamasari

- bahwa setelah ada kesepakatan harga saksi Subagyo menyerahkan uang
sebesar Rp. 400.000,-untuk sewa short time Rp. 300.000,- ditambah
Rp. 100.000,- untuk biaya sewa kamar :

- bahwa setelah terdakwa mengrima uang sejumiah Rp. 400.000,-,
selanjutnya terdakwa mempersilahkan terdakwa untuk membawa Intan
Pumamasari, selanjutnya saksi Subagyo keluar rumah bersama-sama saksi
Intan Purnamasari diikuti oleh terdakwa menuju ke mobil yang telah
dipersiapkan, pada saat itulah datang beberapa petugas Polisi yang
menyamar dan melakukan penéngkapan terhadap terdakwa, kemudian



petugas berhasil menangkap terdakwja dan mengamankan uang seiesay
Rp. 400.000.- serta 4 orang wanita lainnnya ;

- bahwa setiap tamu yang datang dan bérhasil transaksi terdakwa memdagsat

bagian atau fie sebesar Rp. 10.000,- ;-

- bahwa terdakwa mengaku yang mempunyai usaha perdagangan wanitz &
Rumah penampungan di JI. HOS dokroaminoto No. 124 Yogyakarts
tersebut adalah KIKI, namun pada séat terjadinya penangkapan sdr Kik:
tidak ada ditempat, sedangkan terdakwa:“ hanya bertugas membantu Kiki :—

- bahwa terdakwa bekerja ditempat Kiki sudah 4 bulan yang bertugas

menerima tamu , menerima pembayaran dan menyajikan wanita tuna susila :

- bahwa benar terdakwa mengetahui séksi Intan Purnamasari baru berusia

kurang lebih 16 tahun dan belum 18 tahun ;

- Bahwa terdakwa membenarkan baraﬁg bukti yang diajukan didepan

persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta
barang bukti yang diajukan dipersidahgan dilihat dari hubungan dan
persesuaiannya satu sama lain sangat erét dan saling bersesuaian, sehingga
Majelis memperoleh fakta-fakta, dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan

mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan delik yang

didakwakan dan apakah terdakwa mampu bertanggungjawab :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun
secara alternative, yaitu : -

- Kesatu : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor : 21 tahun
2007 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Atau

- Kedua : Melanggar Pasal 10'Undahg- undang Nomor : 21 tahun 2007
Atau |

- Ketiga : Melanggar Pasal 88 Undang- undang Nomor : 23 tahun 2002
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau

- Keempat : Melanggar Pasal 183 ayat (1) jo pasal 74 ayat (1) Undang-
undang Nomor : 13 tahun 2003 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP Atau




Dimana dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan . karema posss:

Terdakwa hanya sebagai orang suruhan ydng menerima upah daﬂ Wi, Pl

/ Pengelola Rumah Penampungan di Jl. HOS. Cokroaminoto No. 124 tersetut .

bukan merupakan aktor Intelektualnya,f maka majelis pendemng

membuktikan Dakwaan Keduanya, yang mempunyai uns;:ur-imsur

berikut : : ,

- Setiap orang. oy e .'7

- Yang membantu atau melakukan f?"ercobaan untuk melakukan tindak

pidana perdagangan orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsuﬁ “ Setiap orang” gda[ah siapa saja,
yang menunjuk orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pfdana tersebut,
dimana dalam perkara ini yang diduga pada hari Senin tanggal 21 Februari
2011 sekitar pukul 20.30 Wib disebuah rhmah di Jalan HOS Cokroamincto
No. 124 Yogyakarta telah membantu untuk melakukan tindak pidana
perdagangan orang adalah Mujianto alias Sugeng Bin Madyo Utomo dengan
identitas selengkapnya tersebut dalam dalqlvaan Penuntut Umum dan yang oleh *
penUntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, karenanya unsur
ini telah terpenuh| ‘ ‘ ‘

i

Menimbang, bahwa terhadap unsur * yang membantu atau melakukan
percopaan untuk melakukan tindak pldana perdagangan orang *, yang
memhantu atau melakukan percobaan dis}ni sifatnya alternatif jadi salah satu
saja yang terpenuh| maka unsur lni terpenuhl dimana yang dimaksud dengan
membantu dapat pada waktu kejahatan |tu dllakukan atau orang yang sengaja
memberl kesempatan, |kht|ar atau keterangan untuk melakukan kejahatan
tersebut, jadi sebelum kejahatan tersebut dilakukan, sedang yang dimaksud
dengan tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau
serangkaian tindakan Perekrutan, Pengankutan, Penampungan, Pengiriman,
Pemindahan atau Penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan , Penculikan, Penjératan hutang atau memberi bayaran
atau manfaat, sehingga memperoleh persétujuan dari orang yang memegang
kendali atas orang lain tersebut, baik yang‘ plilakukan di dalam Negara maupun

antar Neaara; untuk tuauan Eksplolj,aS| atau mengakibatkan orang
Terekspleltasl, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakia-fakta yang

terungkap di persidansan pada waktu dan t: mpat sebagaimana tersebut diatas.



Terdakwa sebagai orang yang bekerja béda Kiki pengelola rumah tersebut
menerima kedatangan saksi Subagyo yang mencari perempuan yang bisa
diajak kencan, lalu terdakwa menawarkan 5 orang wanita yang bisa dipilih oleh
saksi, yang mana kemudian dipilih wanfié bernama Intan Purnamasari, dan
terdakwa memberikan harga Rp. 300.000;- untuk Short Time, kemudian untuk
sewa Hotel terdakwa minta Rp. 100.000,- ; Dari fakta-fakta tersebut diatas,
dimana terdakwa sebagai orang yang bekerja pada Kiki yang mengelola sebuah
rumah penampungan wanita tuna susila, bertugas menerima para tamu
sekaligus melakukan transaksi kepada tému yang dating ke tempat tersebut
yang bermaksud untuk meminta jasa layanan hubungan suami istri dengan
wanita yang ada disitu, untuk tugas itu Terdakwa memperoleh imbalan dari Kiki
sebesar Rp. 10.000,- untuk setiap tamu yaﬁg telah membayar layanan tersebut,
jelas disini terdakwa telah membantu Kikii\)‘/ang telah melakukan penampungan

wanita-wanita untuk tujuan mengeksploitasi wanita-wanita tersebut dengan jalan

sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap pémbelaan yang disampaikan oleh
Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak
mempertimbangkan keterangan dari saksi Intan Purnamasari yang dibacakan di
persidangan yang menyatakan pekerjaan sebagai wanita penjaja sex adalah
pilihan hidupnya tidak ada paksaan dari siapapun, sedang tindak pidana
perdagangan orang haruslah dipandang sebagai akibat adanya paksaan,
ancaman kekerasan, penggunaan kelgerasan, penculikan, penyekapan,
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan Rekuasaan atau posisi rentan dan
seterusnya, sehingga menimbulkan korban yang mengalami penderitaan baik
psikis, mental fisik, ekonomi dan atau 303|al padahal dalam perkara ini faktanya
Intan dengan sukarela dan tanpa paksaan menjalani pekerjaan tersebut,
sehingga dalam perkara ini tidak ada korban, karenanya Terdakwa tidak terbukti
melakukan Tindak Pidana Perdagangan brang, menurut majelis berdasarkan
pasal 1 ke-1 Undang Undang ini yang dimaksud dengan Perdagangan Orang
tidak hanya dengan adanya paksaan, ancaman kekerasan. Penyeiw

penculikan danseterusnya sebagalmana dimaksud dan diuraikan

Hukum terdakwa dalam pembelaannya dl'atas, tapi juga termasuk pereloutiam,

penampungan dan seterusnya untuk tujuan eksploitasi atau

orang tereksploitasi, sehingga Majelis tetiap pada pertimbangan di at=s. o
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Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua
telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbuktu secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sepertl tersebut dalam dakwaan ke dua ;------

Menimbang, bahwa sebelum majells menjatuhkan putusan perlu

memperhatikan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan

terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat dari Perbuatan terdakwa yang ﬁweresahkan masyarakat ;-----------------

Keadaan yang meringankan .

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang ;

- Terdakwa belum menerima imbalan dari Kiki ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat
perintah /penetapan penahanan yang sah sebelum putusan ini mempunyaie‘
kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhgkén,
dank arena tidak ada alas an untuk mengeluarkan terdakwa dari )dglam tahanan ‘

maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang se]wmlah

Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), karena merupakan hasil dari kejahatan

sudah seharusnya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi
pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Memperhatikan pasal Pasal 10 Undang undang Nomor : 21 tahun 2007,

pasal-pasal KUHAP serta Peraturan pe:rundang -undangan yang bersangkutan

dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa MUJIANTO als. SUGENG bin MADYO UTOMO
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“ Membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang P

- Menjatuhkan pidana kepada terdéllkwa oleh karena itu dengan pidana



- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhka‘%tlj: :

- Memerintahkan terdakwa tetap beradai dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa uan‘g‘ sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus

ribu rupiah) dirampas untuk negara ;-

-  Membebankan biaya perkara kepa‘d‘?é‘ Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-( dua

ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam‘ré:pat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Yogyakarta padaif‘f‘?;hari Senin tanggal 11 Juli 2011
oleh kami : FX. SOEGIARTHO, SHL;’MH. sebagai Hakim Ketua Maijelis,
M. KADARISMAN, SH. dan TINUK KUS“I;!ARTATI, SH. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, Putusan tersebut d‘iu‘ci‘:apkan di muka persidangan yang
dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 12 Juli 2011 oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampiﬁgj oleh TINUK KUSHARTATI, SH dan
SUTEDJO, SH. Hakim-Hakim Anggota, d‘i‘bantu oleh MIRA PUSPITASARI, SH,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dihadiri oleh
BAMBANG WIJANARKO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Yogyakarta, dan di hadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;---—-----—----

Hakim Anggota, Hakim Ketua,
‘/ Z ,»/l/.:/,/ // } “ i A 1" g
‘v /A /' L “ fi] \
TINUK KUSHARTATI, SH. B FX. SOEGIARTHO, SH.,MH.

/}L}A//
N

EDJO, S.H.
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